
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

Aziz Syamsyuddin, 2011, proses dan teknik penyusunan Undang- undang, jakarta: 

sinar Grafdika. 

Burhan Ashofa,  2010,  metode penelitian Hukum, jakarta : Rineka Cipta.  

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, 2010, Panduan 

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM 

dan UNDP: Cappler Project). 

Fadel Muhammad, 2013, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan  

Peraturan Daerah Nomormormormor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan 

Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang” 

Fakultas Hukum  Universitas Andalas. 

Fadilah Putra, 2001, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Surabaya: 

Pustaka Pelajar.   

Hamzah Halim, 2009, dan Kemal Redindo Syahrul Putera,Cara Praktis 

Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, jakarta: kenacana. 

Jazim hamidi, dkk, 2008 , Panduan praktis pembuatan Peraturan Daerah 

partisipatif, Jakarta: prestasi pustaka.  

Saifudin, 2009, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Yogyakarta: FH UII Press. 



 

 

Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguat Nya Model Legislasi  

Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Press 

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas 

Indonesia (UI Press). 

Yuliandri, 2011, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

Baik Gagasan Pembentukan Undang- Undang Berkelanjutan, Jakarta: 

Rajawali Press.  

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik 

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik. 
  

C. Internet 

Gumita Elsa Gumilang, Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan Peraturan 

Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2013 tersedia dalam 

https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4813/JUR

NAL.pdf?sequence=1 halaman 2 paragraf kedua 

 



 

 

Hetifah Sj Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, dalam Griadhi dan 

Sri Utari,  Partisipasi  Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/ view/ 3257/2336 

 

M. Hadjon, Keterbukaan Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang 

Demokratis”, Pidato, diucapkan dalam Lustrum III Ubhara Surya dalam 

Griadhi dan Sri Utari, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan 

Peraturan Daerah, http://ojs.unud.ac.id/index.php /kerthapatrika/ 

article/view/3257/2336. 

 

Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahah yang baik, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Penerapan 

Tata Keperintahan yang Baik, Jakarta, 2007 diakses dari 

http://goodgovernance.bappenas.go.id/gg/file/publications/buku_hijau.pdf 

 

Sigit Wijaksono, “Penggaruh Lama Tingal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman”, Jurnal ComTech, 4, 1 

 

Sovia Hasanah, Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, 2017, 

terdapat dalam http: //www. hukumonline. com/klinik/ detail/  

lt5a1146021a8b0/ peran-masyarakat-dalampembentukan-perda pada  

 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1146021a8b0/
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1146021a8b0/

